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ABSTRAK

Dewasa ini, tindak pidana di bidang narkotika sudah semakin marak dan
memasuki tingkat yang berbahaya. Untuk menanggulangi tindak pidana narkotika ini,
maka yang dapat dilakukan adalah mengadili kasus atau perkara tindak pidana
narkotika ini, khususnya terhadap para pengedar narkotika. Namun dalam penyelesaian
suatu kasusnya, timbul beberapa problematika dalam penanggulangan tindak pidana
narkotika ini, yaitu adanya disparitas penjatuhan pidana. Disparitas penjatuhan pidana
ini menimbulkan reaksi dari masyarakat pada umumnya, yang menghubungkan antara

disparitas penjatuhan pidana dengan tercapainya suatu tujuan pemidanaan.

Disparitas penjatuhan pidana ini muncul dari adanya diskresi hakim atau
kebebasan hakim dalam memutus suatu kasus. Disparitas penjatuhan pidana
menimbulkan beberapa akibat, khususnya tujuan pemidanaan yang tidak tercapai, yang

menyebabkan masih adanya kejahatan yang terjadi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana Penulis
menggunakan bahan pustaka yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan

tersier yang berkaitan dengan disparitas penjatuhan pidana dan tujuan pemidanaan.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika memang sudah
merajalela terjadi di seluruh dunia. Kejahatan ini selalu kembali terulang setiap
saat, dan khususnya terjadi juga di negara kita Indonesia. Wabah penyalahgunaan
narkoba ini sudah terjadi sejak era tujuh puluhan dan masih eksis sampai
sekarang ini. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak sekali terjadi perubahan-
perubahan yang didukung karena kemajuan teknologi terhadap bentuk dan jenis
dari narkoba itu sendiri.

Penyalah guna obat-obatan narkotika ini telah menjangkit dari kalangan
muda hingga kalangan lanjut usia, dengan berbagai macam pekerjaan, dari para
pelajar, mahasiswa, para pekerja, artis, sampai pada pengangguran sekalipun,
lalu penyalahgunaan narkotika sudah masuk dari golongan ekonomi atas,
menengah, hingga bawah sekalipun. Penyalahgunaan narkotika ini juga tidak
melihat gender, baik pria maupun wanita. Bahkan yang paling menyedihkan
pemakai narkotika ini sudah masuk juga ke dalam kalangan birokrat dan juga
penegak hukum.!

Menurut beberapa penelitian, tingkat penyebaran dan penyalahgunaan
narkotika dan obat-obatan terlarang itu sudah tidak lagi berada dalam tingkat
yang mengkhawatirkan, melainkan sudah memasuki titik berbahaya.? Di
Indonesia dalam kurun waktu tertentu, memperlihatkan kenaikan yang amat
sangat drastis, sehingga perlunya juga penanganan dan campur tangan
pemerintah dan penegak hukum dalam menangani permasalahan obat-obatan
terlarang ini, agar permasalahan narkotika dan obat-obatan terlarang ini tidak

L HARI SASANGKA, NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DALAM HUKUM PIDANA 2 (Mandar Maju, Jakarta, 2003).
2 0.C. KALIGIS & SOEDIONO DIRDIOSISWORO, NARKOBA & PERADILANNYA DI INDONESIA, REFORMASI HUKUM PIDANA
MELALUI PERUNDANGAN DAN PERADILAN IV (O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2006).



semakin besar di Indonesia. Untuk itu peran dari pemerintah dan juga para
penegak hukum itu sangatlah krusial dalam menangani kasus seperti ini. Upaya
ini dilakukan agar kelangsungan hidup bangsa dan negara ini untuk puluhan
bahkan ratusan tahun ke depan tetap dapat terjaga. Pemerintah melalui aparatur
penegak hukum, berkewajiban menegakkan hukum dan perundang-undangan,
dengan cara menindak tegas dan memberikan sanksi (pidana) terhadap setiap
pelaku tindak pidana narkotika, baik sebagai pengguna maupun pengedar
narkotika. Menurut data yang ada di Badan Narkotika Nasional (BNN), orang
yang terkait dengan narkotika dan obat-obatan yang disalahgunakan tersebut
mencapai 91.541 orang, dengan pembagian 66.626 orang itu masuk dalam
kategori narapidana narkotika, dan 24.915 teridentifikasi sebagai pengguna
narkotika, dan kapasitas dari lapas tersebut hanya dapat menampung maksimal
118.961 orang.® Jumlah kerugian yang diderita negara pula akibat
penyalahgunaan narkotika ini juga tidak sedikit. Menurut data yang disurvei oleh
Badan Narkotika Nasional (BNN) dan juga Universitas Indonesia, total kerugian
negara mencapai Rp. 6.100.000.000.000,- (enam triliun seratus miliar rupiah).*

Hukum menjadi salah satu sarana dalam menegakkan dan mengatur
kepentingan-kepentingan kehidupan pribadi, masyarakat, dan juga negara dan
dapat dijamin tanpa harus merugikan kepentingan negara lain.®> Sanksi pidana
merupakan salah satu cara yang dapat diaplikasikan dalam memberantas
kejahatan dibidang penyalahgunaan narkotika tersebut. Sanksi pidana dapat
memberikan suatu efek jera terhadap para penyalah guna narkotika, agar para

pelaku tidak melakukan hal-hal yang dimaksudkan untuk kepentingannya

3 Kompas Nasional, Kapasitas Lapas Berlebih Pengguna Narkoba Disarankan Tak Masuk Bui,
http://nasional.kompas.com/read/2017/02/23/13145881/kapasitas.lapas.berlebih.pengguna.narkob
a.disarankan.tak.masuk.bui, (terakhir diakses pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 21.58 WIB).

4 Kompas Nasional, BNN: 4 Juta Orang Terjerat Narkoba,
http://nasional.kompas.com/read/2016/08/16/23420111/bnn.4.juta.orang.terjerat.narkoba,
(terakhir diakses pada tanggal 3 Maret 2017 pukul 06.33 WIB).

> ANDI HAMZAH & SUMANGELIPU, PIDANA MATI DI INDONESIA DI MASA LALU, KINI DAN DI MASA DEPAN 31 (Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1993).
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sendiri. Dalam hal ini, berbagai macam sanksi pidana dapat diberikan, mulai dari
pidana denda, penjara, penjara seumur hidup, bahkan sampai hukuman mati.

Penjatuhan pidana menjadi salah satu alternatif dalam memberantas
kejahatan dalam bidang narkotika ini. Penjatuhan pidana dapat berupa hukuman
denda, penjara, penjara seumur hidup, dan juga pidana mati. Hal ini dapat
dilakukan dengan mengamati begitu banyak pemakai dan pengedar yang
menyalahgunakan narkotika ini, yang artinya semakin banyak penyalahgunaan
yang dilakukan oleh beberapa oknum tersebut untuk kepentingan sendiri atau
kelompok tersebut. Oleh karenanya para penegak hukum haruslah jeli dalam
melakukan tindakan-tindakan yang gunanya untuk memberantas tuntas kasus
seperti ini. Maka dari itu, peraturan perundang-undangan yang sebagai aturan
dalam tindakan seperti ini menjadi sangat penting dalam memberantas
penyalahgunaan narkotika tersebut.

Seperti yang kita ketahui bahwa pelaku tindak pidana yang telah memenuhi
unsur dari pasal-pasal tertentu pastinya akan diberikan sanski pidana. Sanksi
pidana tersebut adalah guna memberikan penghukuman bagi para pelaku tindak
pidana narkotika tersebut. Penjatuhan pidana atau penghukuman terhadap para
pelaku tindak pidana itu merupakan kebijakan pemidanaan guna menetapkan
suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti
keseluruhannya  vyaitu  perlindungan  masyarakat  untuk  mencapai
kesejahteraan. Tujuan pemidaaan itu diberikan sebagai salah satu cara untuk
memperbaiki dirinya sendiri (pelaku) agar tidak lagi melakukan tindak kejahatan
itu, dengan kata lain dapat diartikan juga memberikan efek jera bagi pelaku itu
sendiri.

Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai narkotika ini sudah diatur dalam
undang-undangnya sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika. Undang-Undang Narkotika mengatur orang yang dikatakan
sebagai penyalah guna Narkotika tersebut. Penyalah guna narkotika dalam

Undang-Undang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak



atau melawan hukum. Dalam undang-undang juga dijelaskan siapa yang
dimaksud dengan pecandu narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang
menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan
ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Undang-undang
ini tidak menyebutkan secara eksplisit siapa yang dimaksud sebagai pengedar.
Namun dalam pasal-pasal tertentu, ada aturan yang mengatakan “orang yang
menyediakan narkotika atau menawarkan untuk dijual”. Untuk menjawab siapa
yang dimaksud sebagai “pengedar” yang tidak dijelaskan secara eksplisit, maka
dalam Pasal 111 dan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika tersebut yang
dikatakan sebagai pengedar adalah memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan narkotika.

Undang-Undang Narkotika ini ada dengan pertimbangan untuk
menciptakan dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan
makmur yang merata secara materiil dan spiritual dan juga demi kualitas sumber
daya manusia yang menjadi salah satu modal dalam pembangunan nasional
negara kita Indonesia, sebagaimana pernyataan ini telah tercantum dalam bagian
Menimbang dalam Undang-Undang Narkotika. Penerapan Undang-Undang
Narkotika terhadap para pelaku kejahatan itu jelas dengan suatu alasan. Tujuan
dari dibuatnya undang-undang ini ada dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jelas dikatakan bahwa tujuan yang hendak
dicapai dari undang-undang ini bahwa ingin menjamin ketersediaan narkotika
guna kepentingan kesehatan dan pengemban ilmu pengetahuan dan teknologi,
ingin memberantas penyalahgunaan narkotika yang terjadi di masyarakat,
memberantas peredaran gelap dan prekusor narkotik, serta menjamin pengaturan
upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika.

Sanksi pidana yang ditujukan antara pengedar dan juga pemakai sudah jelas
berbeda. Sanksi pidana terhadap para pengedar narkotika jelas lebih berat

dibandingkan dengan sanksi pidana sebagai pemakai narkotika tersebut. Dalam



tulisan ini, penulis akan lebih fokus pada penjatuhan pidana terhadap para
pengedar narkotika. Sanksi pidana yang dijatuhkan antara pengedar dan pemakai
berbeda. Di samping itu, kita dapat mengamati bahwa sanksi pidana juga dapat
berbeda dengan kriteria-kriteria dari jenis narkotika (atau yang sering disebut
dengan golongan narkotika) tersebut.

Pencegahan terhadap peredaran narkotika perlu diadakannya suatu
perbedaan tertentu antara pengedar dan pemakai ilegal dari narkotika tersebut.
Perbedaan tersebut dapat muncul dari adanya penetapan sanksi pidana yang lebih
berat terhadap para pengedar itu sendiri, dibandingkan dengan pemakai ilegal
tersebut. Hal ini didasarkan pada pengedar ini dapat membawa hal negatif
terhadap para pemakai ilegal dari narkotika ini. Seharusnya penjatuhan sanksi
pidana terhadap para pengedar ini lebih besar dibandingkan dengan para pemakai
illegal tersebut.

Terjadinya  kecemasan di  tengah-tengah  masyarakat  akibat
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika lebih disebabkan karena dampak
yang ditimbulkan lebih jauh lagi, yang akibatnya adalah meningkatnya angka
kriminal, seperti perampokan, perkosaan, pembunuhan, tawuran, dan lain-lain,
yang dapat menciptakan keresahan di tengah-tengah pergaulan hidup
masyarakat. Dengan kata lain, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
akan berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat. Masyarakat ingin
setiap menjalani kehidupan beraktivitasnya, mereka merasa aman, tanpa adanya
hal-hal yang membahayakan dari setiap masyarakat itu.

Mengamati bahwa penyalahgunaan narkotika dan ini telah masuk ke dalam
berbagai kalangan usia, kalangan pekerjaan, dan juga kalangan ekonomi atas
sampai dengan bawah, maka ada beberapa pandangan bahwa hal yang patut
diberikan adalah sanksi pidana mati. Hal ini dilandaskan dengan pandangan
bahwa hukuman pidana mati menjadi setimpal dengan perbuatan yang
menyangkut penyalahgunaan narkotika ini karena penyalahgunaan obat-obatan

terlarang tersebut dipandang dapat menghancurkan kehidupan generasi muda



bangsa ini.® Maka dari itu, yang dapat diterapkan adalah adanya hukuman yang
berat yang dapat diterapkan terhadap penyalahgunaan tersebut, agar kejahatan
penyalahgunaan narkotika ini dapat sesegara mungkin ditanggulangi.’

Penjatuhan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika ini menjadi
pertanyaan juga di masyarakat. Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman
pidana terhadap para penyalah guna narkotika ini membuat masyarakat bertanya-
tanya, aturan yang dibuat tersebut apakah sudah konsisten dengan apa yang telah
terjadi selama ini. Ada juga penjatuhan pidana yang memenuhi unsur-unsur
dalam pasal tertentu, dengan jumlah kadar yang berbeda, namun penjatuhan
pidananya sama dengan yang penyalah guna narkotika yang lain yang kadarnya
lebih tinggi, dengan kata lain adanya penjatuhan sanksi pidana yang sama namun
jumlahnya itu sebenarnya berbeda. Dalam hal ini, terjadilah yang disebut sebagai
disparitas penjatuhan sanksi pidana.

Dalam beberapa kasus yang penulis peroleh dari berbagai sumber®, dan
penulis hanya menjadikan beberapa contoh kasus ini sebagai acuan bahwa
adanya disparitas penjatuhan pidana, dari tujuan pemidanaan itu sendiri, dan
terjadinya beberapa perbedaan ketika adanya penjatuhan pidana terhadap
pengedar narkotika tersebut. Kasus demi kasus yang ada didasari dengan
dakwaan yang ada dalam Pasal 111 dan juga Pasal 114 Undang-Undang
Narkotika.® Kasus 1 dengan Nomor Perkara 1121/Pid.Sus/2016/PN BDG yang

6 MoH. TAUFIK MAKARO, DKK, TINDAK PIDANA NAROTIKA 47 (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005).

7 GATOT SUPRAMONO, HUKUM NARKOBA INDONESIA 93 (Djambatan, Jakarta, 2004).

8 PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG INDONESIA, https://putusan.mahkamahagung.go.id/ (terakhir diakses pada
tanggal 1 April 2017 pukul 17.57 WIB)

% Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika : (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan
hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan |
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)
kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima)



https://putusan.mahkamahagung.go.id/

dakwaannya pasal 111 UU Narkotika, dengan barang bukti satu paket pip sabu,
dan 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp 800.000.000. Kasus 2 dengan Nomor
Perkara 1120/Pid.Sus/2016/PN BDG dengan dakwaan pasal 111 UU Narkotika
dengan barang bukti satu paket narkotika, dan putusannya 5 tahun penjara dan
denda Rp 800.000.000 Rupiah subsidier penjara 2 bulan. Kasus 3 dengan Nomor
Perkara 725/Pid.Sus/2016/PN BDG yang barang buktinya berupa 2 bungkus
berwarna coklat dengan isi ganja dan juga satu bungkus yang diduga narkotika,
dan putusannya hanya 4 tahun penjara dan juga denda Rp 800.000.000 subsidier
penjara 2 bulan. Kasus 4 dengan Nomor Perkara 972/Pid.Sus/2016/PN BDG
dengan dakwaan Pasal 111 UU Narkotika, barang bukti satu kresek dengan berat
61,07 (enam puluh satu koma nol tujuh) dan satu paket papir, dan putusannya
penjara 4 tahun dan denda Rp 800.000.000 subsidier penjara 2 bulan. Kasus 5
dengan Nomor Perkara 11/Pid.B/2011/PN.MBLN dengan dakwaan pasal 111
UU Narkotika, barang bukti berupa ganja sebesar 37,5 gram dam putusan
penjaranya 5 tahun penjara dan denda Rp 800.000.000 subsidier 4 bulan
kurungan. Kasus 6 dengan Nomor Perkara 1097/Pid.Sus/2016/PN BDG dengan
dakwaan Pasal 114 UU Narkotika yang barang buktinya berupa Ganja seberat
54,98 gram (sisa hasil pengujian) dan ganja seberat 1.64934 gram dan
putusannya penjara 12 tahun dan denda Rp 1.000.000.000 subsidier penjara 3
bulan. Kasus 7 dengan Nomor Perkara 19/Pid.B/2010/PN.MBLN dengan
dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan
barang bukti membawa alat bukti membawa satu alat bukti sebatang ganja yang
dilinting yang dibungkus dengan kertas rokok/paper berwarna putih dan
putusannya pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-

subsidair 2 bulan kurungan.

gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling
singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).



Disparitas pidana dapat diartikan sebagai suatu kasus hukum yang sama,
harus juga diterapkan peraturan yang sama.'® Dalam beberapa teori, disparitas
pidana ini menjadi salah satu hal yang dianggap tidak adil bagi sebagian besar
masyarakat. Disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam
penegakan hukum di Indonesia. Ada pandangan bahwa disparitas ini menjadi
salah satu asas yang sangat bertolak belakang dengan equality before the law.!
Di satu sisi pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana merupakan bentuk dari
diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pemidanaan yang
berbeda/disparitas pidana ini juga membawa ketidakpuasan bagi terpidana
bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga
pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian
diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam
masyarakat.

Disparitas kerap akan terjadi karena penjatuhan pidana itu sepenuhnya ada
di tangan hakim. Hakim bebas untuk menentukan pidana terhadap pelaku tindak
pidana, dan hakim bebas untuk berapa menerapkannya, karena dalam undang-
undang hanya ada penjatuhan pidana minimum dan maksimum saja, belum ada
penjatuhan pidana yang pas. Disparitas semakin besar kemungkinannya dengan
memperhatikan fakta bahwa hakim yang memegang penuh kendali untuk
memutus suatu kasus atau perkara. Seorang hakim dalam memutus perkara yang
berkaitan dengan kasus narkotika ini juga dapat didukung dengan adanya
pedoman pemidanaan tersebut. Pedoman pemidanaan seharusnya menjadi acuan

bagi hakim dalam mengadili dan memutus kasus narkotika agar putusannya tidak

10 MuLADI, DAMPAK DISPARITAS PIDANA DAN USAHA MENGATASINYA 52 (Alumni, Bandung, 1984).

1 Equality before the law adalah asas persamaan di hadapan hukum, dimana didalamnya terdapat
suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap Individu. Asas ini tertuang di dalam pasal 5 ayat 1
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “ Pengadilan mengadili
menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Konsep equality Before The Law di dalam
negara pancasila ialah mengakui keberadaan persamaan didepan hukum, sebagai negara hukum
dengan prinsip-prinsip HAM. Namun ketika berbicara tentang keadilan maka Negara Indonesia
dengan Pancasilanya mengakui keadilan sosial.



melenceng jauh, antara kasus yang satu dengan kasus yang lainnya, yang
memiliki unsur-unsur yang sama dan memenuhi suatu pasal yang bersangkutan.
Ketiadaan pedoman pemidanaan ini menjadi suatu masalah yang timbul yang
menyebabkan juga disparitas penjatuhan pidana terhadap para pelaku tindak
pidana, khususnya dalam tindak pidana narkotika.

Seiring berjalannya waktu, adanya Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana memberikan suatu penyegaran baru, yang terdapat di dalamnya
ada suatu pedoman pemidanaan dalam menjatuhkan suatu hukuman, dan
pedoman ini harus dilihat dan dipertimbangkan betul oleh hakim, sebelum
menjatuhkan pidana terhadap para terpidana, khususnya pengedar narkotika
tersebut.

Dengan melihat adanya disparitas pidana tersebut, dimana penjatuhan
pidana yang berbeda dalam kasus yang sama menyebabkan esensi dari tujuan
pemidanaan itu dapat dikatakan belum tercapai. Penjatuhan pidana yang
berbeda-beda dapat menyebabkan tujuan pemidanaan tersebut tidak sepenuhnya
tercapai. Tujuan pemidanaan tersebut gunanya juga untuk membuat tertib
seluruh masyarakat.

Tujuan pemidanaan menjadi salah satu dasar pemikiran mengapa sanksi
pidana bagi para pelaku kejahatan dibuat. Sanksi pidana yang diberikan terhadap
para pelaku tindak pidana khususnya narkotika ini diberikan guna mencapai
tujuan tertentu. Namun, tujuan pemidanaan yang ada di negara kita jauh berbeda
dengan apa yang ada di negara lain. Di negara Indonesia kita, kaitannya sangat
erat dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan strukural.'> Hal ini karena Negara
Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila,
yang menyebabkan nilai sosial, budaya, dan struktural menjadi sangat tinggi
untuk dijunjung oleh masyarakat Indonesia, yang diharapkan dapat membawa

dampak positif bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

12 DjISMAN SAMOSIR, SEKELUMIT TENTANG PENOLOGI DAN PEMASYARAKATAN 69 (Nuansa Alia, Bandung, 2016).



Oleh karenanya, tujuan pemidanaan ini juga dibagi menjadi beberapa teori
di dalamnya. Teori-teori tersebut antara lain teori pembalasan, teori tujuan, dan
juga teori gabungan. Teori pembalasan ini berdalih dengan adanya suatu
perbuatan pelaku kejahatan akan mendapatkan juga hukuman yang setimpal
terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Pidana dijatuhkan semata-mata
karena orang telah melakukan kejahatan!®. Teori pembalasan juga mengatakan
bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki
penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk
dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan.

Teori tujuan atau dikenal juga dengan teori relatif ini membahas teori
bagaimana melindungi masyarakat. Masyarakat menjadi salah satu hal yang
penting sebagai subyek yang patut dilindungi. Pelaku kejahatan sebaiknya
mendapatkan perbaikan dan pembinaan dari masyarakat sekitarnya, agar tujuan
dari teori relatif ini juga tercapai, yaitu mewujudkan Kketertiban dalam
masyarakat. Pidana menjadi salah satu sarana pembinaan bagi pelaku tindak
pidana tersebut.

Teori yang terakhir dalam tujuan pemidanaan adalah teori gabungan atau
juga disebut sebagai teori integratif. Teori integratif ini mencoba untuk
menyatukan antara teori pembalasan dengan teori tujuan. Dengan kata lain,
pidana sebagai salah satu sarana untuk memberikan balasan sekaligus sebagai
sarana perlindungan bagi masyarakat, atau juga sebagai pembinaan pelaku tindak
pidana sebagai dasar pembenaran dari suatu pidana.

Ada beberapa putusan para hakim yang dianggap berbeda dari satu kasus
ke kasus lainnya. Padahal, tindak pidana yang dilakukan adalah sama, tetapi ada
perbedaan putusan dalam hal penjatuhan pidananya. Perbedaan atau disparitas
penjatuhan pidana ini menjadi perdebatan, karena tindak pidana narkotika ini

13 NURAMIN SALEH, TEORI TENTANG TUJUAN PEMIDANAAN, http://www.nuraminsaleh.com/2016/02/teori-
tentang-tujuan-pemidanaan.html (terakhir diakses pada 23 maret 2017 pukul 09.47).
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1.2

1.3.

menjadi salah satu hal yang harus dilawan di seluruh dunia, dengan kata lain
masyarakat awam ingin tindak pidana narkotika ini seharusnya diberikan sanksi
seberat-beratnya, minimal sesuai dengan ada yang dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku di suatu negara.

Perbedaan penjatuhan pidana terhadap suatu tindak pidana yang sama ini
juga mendapatkan beberapa reaksi dari beberapa pihak. Dalam memutus perkara,
sebaiknya seorang hakim memiliki pedoman dalam menjatuhkan hukuman
pidana. Pedoman pemidanaan ini menjadi salah satu pegangan, acuan, dan juga
menjadi role model seorang hakim dalam memutus suatu perkara dengan perkara
lainnya. Dalam hal ini, pedoman pemidanaan sendiri seharusnya diatur dalam
“ketentuan undang-undang” itu sendiri.

Dengan adanya ketidak selarasan antara penjatuhan pidana narkotika
sebagai salah satu kejahatan yang berbahaya di dunia dan juga adanya perbedaan
penjatuhan pidana dalam memutus suatu kasus pidana narkotika dalam melihat
tujuan pemidanaan yang belum tercapai. Maka dari itu, penulis akan mengambil
judul skripsi IMPLIKASI DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN
TUJUAN PEMIDANAAN.

IDENTIFIKASI MASALAH
1. Apa hubungan disparitas penjatuhan pidana bagi pengedar narkotika
dikaitkan dengan tujuan pemidanaan?
2. Bagaimana seharusnya hukum pidana mengatur pedoman pemidanaan

untuk meminimalisir adanya disparitas penjatuhan pidana tersebut?

TUJUAN PENELITIAN
Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:
1. Mengetahui apakah adanya akibat yang ditimbulkan akibat disparitas

pidana yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

11



2. Mengetahui apakah hukum pidana dapat meminimalisir disparitas

penjatuhan pidana dengan adanya aturan eksplisit mengenai pedoman

pemidanaan.

1.4 METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penulisan akan menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif/Yuridis
Normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah
yang berkaitan dengan obyek penelitian langsung. Penelitian Yuridis
Normatif (doctrinal legal approach), menurut Soerjono Soekanto, yakni
suatu metode penelitian yang dilakukan sepenuhnya menggunakan data
sekunder.* Penelitian ini disebut juga sebagai ajaran murni karena adanya
pengaruh hukum alam dan ilmu lain yang sarat akan empiri.

Sumber Hukum

Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat tiga macam bahan
pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni :

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua dokumen peraturan yang mengikat dan
ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yakni berupa undang-undang
dan lain sebagainya®®. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam
penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahan Hukum Sekunder

14 SOERJIONO SOEKANTO, PENGANTAR PENELITIAN HUKUM 53 (Universitas Indonesia (Ul-Press), Jakarta, 1984).
15 JOHNY IBRAHIM, TEORI DAN METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF 241 (Bayumedia Publishing, Malang,

2005).
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Bahan hukum tersier ini adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer, seperti pendapat-pendapat ahli, hasil
penelitian akademisi, dan doktrin.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan—bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedi.

1.5. MANFAAT PENELITIAN
1. Manfaat Teoritis:

a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya
dan hukum pidana pada khususnya.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan
literatur dalam dunia kepustakaan tentang rehabilitasi medis kepada
pencandu narkotika.

c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan
maupun penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis:

a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua
pihak yang berkepentingan dan memberikan jawaban terhadap
permasalahan yang diteliti.

b. Menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran,
membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan

dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
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1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

1.

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan mengenai latar belakang,
rumusan masalah, metode penelitian, dan juga sistematika penulisan.

BAB II: DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA
DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai teori-teori disparitas
pidana serta tujuan pemidanaannya.

BAB Ill: PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai penjatuhan pidana
terhadap kejahatan narkotika di Indonesia.

BAB 1V: ANALISIS AKIBAT DISPARITAS PENJATUHAN
PIDANA TERHADAP PARA PENGEDAR NARKOTIKA
DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai disparitas atau perbedaan
penjatuhan pidana terhadap para pengedar narkotika dalam kaitannya
dengan tujuan pemidanaan yang tidak tercapai.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai penutup yang isinya

kesimpulan dan saran akhir penulis.
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